7. Urusan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota
IKK Outcome No. 2.a.1
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja
Penjelasan IKK OutcomeKonsep/Definisi
:
Mengukur	persentase	kegiatan	yang
dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja
Rumus
:
Jumlah kegiatan keseluruhan yang  dilaksanakan yang mengacu ke RTKD
x 100%
Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota
Satuan Hasil
:
Persentase (%)
Definisi Operasional
:
· Pembilang
Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan mengacu Rencana Tenaga Kerja Kabupaten/Kota yang merupakan hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja (PTK) Kabupaten/Kota yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, perkiraan dan rencana kebutuhan akan tenaga kerja, serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota.
· Penyebut
keseluruhan jumlah kegiatan yang dilaksanakan baik yang mengacu dan tidak mengacu RTKD oleh perangkat daerah bidang ketenagakerjan di kabupaten/kota.
Data Pendukung
:
· Pembilang
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen RTKD Kabupaten/Kota dengan rincian yaitu persediaan pegawai, kebutuhan pegawai, neraca pegawai dan program kepegawaian.
Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan
· Penyebut
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh









	
	
	kegiatan	yang	dilaksanakan	di
kabupaten/kota.
Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan

	Regulasi
	:
	· Kepmenaker Nomor 309 Tahun 2013 tentang
Pedoman	Penyusunan	RTK	Provinsi	dan Kabupaten/Kota.



Format Data Pendukung Pembilang
IKK 2.a.1


KOP SURAT
	DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA …..	
JUMLAH KEGIATAN KESELURUHAN YANG DILAKSANAKAN YANG MENGACU KE RTKD
DI KABUPATEN/KOTA …..
TAHUN …..

	No
	Rekomendasi Kebijakan RTKD
	Kegiatan
	Keterangan

	1.
	Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi
	1. Melampirkan	laporan pelaksanaan kegiatan);
2. Melampirkan	dokumen RTKD.

	
	
	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta
	

	
	
	Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja
	

	
	
	Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota
	

	2.
	
	
	

	Dst.
	
	
	



……………, tanggal …..
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota …..

Ttd dan cap


(……………………………….) Pangkat/Gol Ruang ….. NIP. …..

Format Data Pendukung Penyebut
IKK 2.a.1


KOP SURAT
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA ……

JUMLAH KEGIATAN KESELURUHAN YANG DILAKSANAKAN DI KABUPATEN/KOTA …...
TAHUN …..

	No
	Program
	Kegiatan
	Keterangan

	1.
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi
	

	
	
	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta
	

	
	
	Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja
	

	
	
	Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota
	

	2.
	
	
	

	Dst.
	
	
	



……………, tanggal …..
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota …..

Ttd dan cap


(……………………………….) Pangkat/Gol Ruang ….. NIP. …..

IKK Outcome No. 2.a.2
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Penjelasan IKK OutcomeKonsep/Definisi
:
Mengukur	persentase	tenaga	kerja	bersertifikat
kompetensi
Rumus
:
Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi
x 100%
Jumlah tenaga kerja keseluruhan
Satuan Hasil
:
Persentase (%)
Definisi Operasional
:
· Pembilang
Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi adalah Jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dan wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja pada sektor formal maupun informal di wilayah Kabupaten/Kota yang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
· Penyebut
Jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dan wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan pada sektor formal maupun informal yang telah atau belum memiliki sertifikat kompetensi di wilayah Kabupaten/Kota.
Data Pendukung
:
· Pembilang
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah tenaga kerja pada sektor formal maupun informal dengan melampirkan sertifikat kompetensi.
Sumber  Data  :  Dinas  Ketenagakerjaan,
Lembaga Sertifikasi Profesi
· Penyebut
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah







	
	
	disertai dengan kop surat dan stempel resmi
yang memuat jumlah keseluruhan tenaga kerja sektor formal maupun informal di wilayah Kabupaten/Kota.
Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan

	Regulasi
	:
	· Peraturan	Pemerintah	Republik	Indonesia
Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi






KOP SURATFormat Data Pendukung Pembilang
IKK 2.a.2

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA …..


JUMLAH TENAGA KERJA YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI DI KABUPATEN/KOTA …..
TAHUN …..

	
No
	
Nama Perusahaan *)
	
Jenis Sertifikasi
	Sertifikat
	

Keterangan

	
	
	
	Jumlah Tenaga Kerja
	Kompeten
	Belum Kompeten
	

	

1.
	

PT. MAJU SENTOSA
	Sertifikat P3k
	32
	24
	8
	Lampirkan Rincian Dan Sampel Sertifikat

	
	
	Ahli K3 Umum
	50
	35
	15
	

	
	
	Ahli K3 Kimia
	25
	20
	5
	

	Dst.
	
	
	
	
	
	

	J u m l a h
	107
	79
	28
	


Ket : *) Klasifikasi dapat disesuaikan berdasarkan nama perusahaan atau jenis keahlian tenaga kerja.



……………, tanggal …..
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota …..

Ttd dan cap


(……………………………….) Pangkat/Gol Ruang ….. NIP. …..






KOP SURATFormat Data Pendukung Penyebut
IKK 2.a.2

	DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA …..	
JUMLAH TENAGA KERJA KESELURUHAN DI KABUPATEN/KOTA …..
TAHUN …..

	No
	Nama Perusahaan
	Jumlah Tenaga Kerja
	Keterangan

	1.
	PT. MAJU SENTOSA
	200
	lampirkan rincian tenaga kerja

	2.
	
	
	

	Dst.
	
	
	

	J u m l a h
	
	




……………, tanggal …..
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota …..

Ttd dan cap


(……………………………….) Pangkat/Gol Ruang ….. NIP. …..

IKK Outcome No. 2.a.3
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Penjelasan IKK OutcomeKonsep/Definisi
:
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Rumus
:
PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan
Jumlah tenaga kerja
Satuan Hasil
:
Rp/Orang
Definisi Operasional
:
· Pembilang
Jumlah keseluruhan PDRB (atas dasar harga konstan dalam satuan rupiah utuh) Kabupaten/Kota pada Tahun Pelaporan.
· Penyebut
Jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dan wanita pada sektor formal maupun informal di wilayah Kabupaten/Kota.
Data Pendukung
:
· Pembilang
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan melampirkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik
· Penyebut
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dan wanita sektor formal maupun informal di wilayah Kabupaten/Kota.
Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan
Regulasi
:
· -






Format Data Pendukung Pembilang
IKK 2.a.3

KOP SURAT
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA …..

PDRB TAHUN BERJALAN (ATAS DASAR HARGA KONSTAN) MENURUT LAPANGAN USAHA (MILIAR RUPIAH)
DI KABUPATEN/KOTA …..
TAHUN …..

	No
	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
	2022
	2023
	2024

	1.
	Pertanian, kehutanan, dan perikanan
	
	
	

	2.
	Pertambangan dan penggalian
	
	
	

	3.
	Industri pengolahan
	
	
	

	Dst.
	
	
	
	

	
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product
	
	
	



Sumber Data : BPS


……………, tanggal …..
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota …..

Ttd dan cap


(……………………………….) Pangkat/Gol Ruang ….. NIP. …..

Format Data Pendukung Penyebut
IKK 2.a.3

KOP SURAT
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA …..

JUMLAH TENAGA KERJA KESELURUHAN DI KABUPATEN/KOTA …..
TAHUN …..

	
No
	
Perusahaan
	
Alamat
	Jumlah Tenaga Kerja

	
	
	
	Laki-Laki
	Perempuan
	Jumlah

	1.
	
	
	
	
	

	
2.
	
	
	
	
	

	
3.
	
	
	
	
	

	Dst.
	
	
	
	
	

	J u m l a h
	
	
	



……………, tanggal …..
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota …..

Ttd dan cap


(……………………………….) Pangkat/Gol Ruang ….. NIP. …..

IKK Outcome No. 2.a.4
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Penjelasan IKK OutcomeKonsep/Definisi
:
Mengukur   persentase   perusahaan   yang
menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Rumus
:
Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak
x 100%
      Jumlah perusahaan
Satuan Hasil
:
Persentase (%)
Definisi Operasional
:
· Pembilang
Jumlah perusahaan yang wajib memiliki 3 (tiga) syarat kelayakan, yaitu Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), wajib mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta perusahaan yang memiliki pegawai diatas 50 orang wajib membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit.
· Penyebut
Jumlah Keseluruhan Perusahan yang terdaftar di Wilayah Kabupaten/Kota.
Data Pendukung
:
· Pembilang
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang mencantumkan daftar perusahaan yang layak dengan memenuhi 3 (tiga) syarat kelayakan yaitu: daftar perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), daftar perusahaan yang mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, daftar perusahaan yang membentuk LKS.
Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan
· Penyebut
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah











	
	
	disertai dengan kop surat dan stempel resmi
yang memuat rincian Jumlah Keseluruhan Perusahaan yang terdaftar di wilayah provinsi. Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan

	Regulasi
	:
	· Permenaker No 28 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Kerjasama;
· Permenaker No 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Jaminan Hari Tua
· Permenaker No 32 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan susunan Keanggotaan Lembaga Kerjsama Bipartrit.





KOP SURATFormat Data Pendukung Penyebut
IKK 2.a4

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA …..
JUMLAH PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK KABUPATEN/KOTA …..
TAHUN …..

	

No
	

Nama Perusahaan
	

Alamat
	
Jumlah Tenaga Kerja
	

Jenis Sektor
	Syarat Kelayakan Perusahaan
	

Keterangan

	
	
	
	
	
	
No. PP/PKB
	Kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaa
	
LKS Bipartit
	

	
1.
	PT. Maju Sentosa
	
Jl…
	
100
	Makanan/ Minuman
	
01-2024
	
80
	No. Mou
…
	

	
2.
	CV. Harapan Jaya
	
Jl…
	
30
	
Bangunan
	
03-2024
	
20
	
-
	

	
3.
	
PT. Sinar Perkasa
	
Jl…
	
70
	Farmasi/ Obat- Obatan
	
05-2024
	
50
	No.  Mou
…
	

	
Dst.
	
	
	
	
	
	
	
	

	J u m l a h
	
	
	
	
	
	
	




……………, tanggal …..
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota …..

Ttd dan cap


(……………………………….) Pangkat/Gol Ruang …. NIP. …..




KOP SURATFormat Data Pendukung Penyebut
IKK 2.a.4

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA …..
JUMLAH PERUSAHAAN DI KABUPATEN/KOTA …..
TAHUN …..

	
No
	
Nama Perusahaan
	
Alamat
	
Kecamatan
	Jumlah Tenaga Kerja
	
Jenis Sektor
	
Keterangan

	1.
	PT. Maju Sentosa
	Jl….
	
	100
	Makanan/Minuman
	

	2.
	CV. Harapan Jaya
	Jl….
	
	30
	Bangunan
	

	3.
	PT. Sinar Perkasa
	Jl….
	
	70
	Farmasi/Obat- Obatan
	

	Dst.
	
	
	
	
	
	

	J u m l a h
	
	
	
	
	



……………, tanggal …..
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota …..

Ttd dan cap


(……………………………….) Pangkat/Gol Ruang ….. NIP. …..

IKK Outcome No. 2.a.5
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota
Penjelasan IKK Outcome
Konsep/Definisi
:
Mengukur  Persentase  Tenaga  kerja  yang
ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota
Rumus
:
     Jumlah pencari kerja yang ditempatkan
x 100%
 Jumlah pencari kerja yang terdaftar
Satuan Hasil
:
Persentase (%)
Definisi Operasional
:
· Pembilang
Jumlah keseluruhan pencari kerja yang wajib melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota bahwa yang bersangkutan telah diterima bekerja dan ditempatkan di dalam maupun di luar negeri.
· Penyebut
Jumlah Pencaker yang terdaftar adalah jumlah keseluruhan pencari kerja yang mendaftar sebagai pencari kerja di wilayah kabupaten/kota.
Data Pendukung
:
· Pembilang
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah keseluruhan pencari kerja yang diterima di instansi pemerintah dan swasta yang ditempatkan di dalam maupun di luar negeri.
Sumber Data: Dinas Ketenagakerjaan
· Penyebut
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah keseluruhan pencari kerja yang mendaftar sebagai pencari kerja wilayah kabupaten/kota.
Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan
Regulasi
:
· Permenaker No 39 Tahun 2016 tentang
Penempatan Tenaga Kerja












KOP SURATFormat Data Pendukung Pembilang
IKK 2.a.5

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA …..


JUMLAH PENCAKER (PENCARI KERJA) YANG DITEMPATKAN DI KABUPATEN/KOTA …..
TAHUN …..

	
No
	
Bulan
	Penempatan Dalam Negeri
	Penempatan Luar Negeri
	
Jumlah
	
Keterangan

	
	
	Laki-laki
	Perempuan
	Laki-laki
	Perempuan
	
	

	1.
	Januari
	
	
	
	
	
	

Lampirkan rincian penempatan tenaga kerja antara lain berupa daftar nama pencari kerja, bidang keahlian dan perusahaan yang mempekerjakan

	2.
	Februari
	
	
	
	
	
	

	3.
	Maret
	
	
	
	
	
	

	Dst.
	
	
	
	
	
	
	

	J u m l a h
	
	
	
	
	
	



……………, tanggal …..
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota …..

Ttd dan cap


(……………………………….) Pangkat/Gol Ruang ….. NIP. …..

Format Data Pendukung Penyebut
IKK 2.a.5

KOP SURAT
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA …..
JUMLAH PENCAKER (PENCARI KERJA) YANG TERDAFTAR KABUPATEN/KOTA …..
TAHUN …..

	


No
	


Bulan
	Pendidikan
	

Jumlah
	


Keterangan

	
	
	
SD/Sederajat
	
SMP/Sederajat
	
SMA/Sederajat
	
SMK
	
Diploma
	
Sarjana
	
Profesi
	
	

	
	
	L
	P
	L
	P
	L
	P
	L
	P
	L
	P
	L
	P
	L
	P
	L
	P
	

	
1.
	Januari
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Februari
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3.
	
Maret
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Dst.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	J u m l a h
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




……………, tanggal …..
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota …..

Ttd dan cap


(……………………………….) Pangkat/Gol Ruang ….. NIP. …..
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